
GUBERNUR LAMP' NG 

PERATURAN GUBERNUR LAMPU G
 
NOMOR 49 TABU 2018
 

TENTANG
 

PE BENTUKAN, ORGANISASI DAN T TA KERJA
 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN DAN
 

PETERNAKAN PROVINSI LA PUNG
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA
 

GUBERNUR L PUNIG,
 

Menimbang a.	 bahwa dalam rangka m eninda kla nj u ti Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 20 16 tenta n g Perangkat Daerah dan 
Peraturan Men teri Dala m Negeri Nomor 12 Tabun 2017 
te n tang Pedoman Pe m bentukan dan Klasifikasi Cabang 
Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan 
penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dirias 
Perkebunan dan Peterna kan Provin si Lampung; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimban gan sebagaimana dimaksud 
huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Pembentukan, Organisa si dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Daerah pa d a Dinas Perkebunan dan 
Petemakan Provinsi Lampung; 

Mengingat 1.	 Un dang-Un dang Nomor 14 Ta h u n 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1964 tentang Pembentu kan Daerah Tingkat 1 
Lampu n g den ga n mengubah Un dang-Undang Nomor 25 
Tahun 1959 tentang Pem ben tuka n Daerah Tingkat 1 
Su matera Selatan menjadi Undang-Undang; 

2.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perun dang-u n da n gan; 

3.	 Un dang-Un dang Nomor 5 Tahun 20 14 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

4.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaima na telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
20 15 ; 

5.	 Peraturan Pem erin tah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nom or 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelen ggaraan Pemerintahan 
Da era h; 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahu n 2011 
tentan g Pedoman Jabatan Fungs iona l Umum di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 



Menetapkan 
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9 .	 Peraturan Menteri Dalam Neger i Nomor 12 Tahun 201T 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klas ifikas i Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Tekn is Daerah; 

10.	 Peraturan Daerah Provin s i Lam pu ng Nomor 8 Tahu n 2016 
tentang Pembentukan dan Susu nan Perangkat Daerah 
Provinsi Lampung sebagaimana telah di u bah dengan 
Peratu ran Daerah Provin s i Lam pu ng Nomor 17 Tahun 2017; 

11.	 Peraturan Daerah Provinsi Lam pung Nomor 6 Tahu n 201? 
tentan g Pembentukan Peraturan Daerah; 

ME UTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR 1'E TANG PEMBENTUKAN, 
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 
PROVINSI LAMPUNG. 

BAB I
 

KETENTUAl~ UMUM
 

Pasal l
 

Dalam Pera tu ra n Gubernur in i, yan g d imaksu d dengan: 

1.	 Daerah adalah Daerah Provinsi Lam pu ng. 

2.	 Pemerintah Provinsi adalah Pe mer in tah Provinsi Larnpung. 

3.	 Gubernur adalah Gubernur Lampu ng. 

4.	 Sekreta ris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provin s i 
Lampu ng. 

5.	 Peraturan Gubernur adalah Pera tu ran Gubernur Lampung. 

6.	 Dina s Daerah adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan 
Provinsi Lampung. 

7.	 Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 
UfYfD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas 
Perkebunan dan Peternakan Provin si Lampung. 

8.	 Jabatan Fungsional ada lah kedu du kan yang menunjukkan 
tugas , tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang 
Pegawai Negeri Sipil dalam sa tu an organisasi yang dalam 
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan 
ketrampilan tertentu serta bersifa t mand iri . 

BAB II 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, 1ruGAS POKOK DAN FUNGSI 

Baglan Kesat u
 

Pe mberrtukan
 

Pasa1 2 

Dengan Pera turan Gubernur ini diben tu k UfYI'D pada Dinas 
Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampu n g, yaitu: 

1.	 UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Kelas A; 

2.	 UPTD Balai Pengawasan dan Pen gujian Mu tu Benih Ke1as A; 
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3.	 UPI'D Balai Benih dan Kebun Induk Kelas A; 

4.	 UPTD Balai Inseminasi Buatan Kelas A; 

5.	 UPTD Pembibitan Tem ak Kambing Saburai Kela s A; 

6.	 UPTD Pembibitan Ternak Sapi Kelas A; dan 

7 .	 UPI'D Laboratorium Kesehatan Hewan, Keseha tan Ma syaraka t Veteriner dan 
Pakan Ke1as A. 

Bagian Kedua
 

Ke dudukan
 

Pasal 3 

(1)	 UPTD berada di bawah dan bertanggungjawa b kepada Kepala Dinas 
Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung. 

(2)	 UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD. 

Bagian Ketiga
 

Tugas Pokok dan n "sl
 

Pasa1 4
 

(1)	 UfYfD mernpunyai tugas melaksanakan kegia tan teknis operasional 
dan.' atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintahan yang 
bersifat pelaksanaan dari organisasi indu knya yang pada prinsipnya tidak 
bersifat pembinaan, koordinasi atau sinkron isa si serta tidak berkaitan 
langsung dengan per umusan dan penetapan kebijakan daerah. 

(2)	 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dima ksu d dalam ayat (1), 
UPTD mempunyai fungsi: 

a .	 pelaksanaan operasional pelayanan kepada m asyaraka t sesuai dengan 
bidang tugasnya; 

b .	 pelaksanaan operasional tugas teknis Dina s sesu ai dengan bidangnya; dan 

c.	 pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPTD. 

BAB III
 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 

Bagian Kesatu 

UPTD Dalai Perlindungan Tanaman Perkebunan
 
Pada Dinas Perkebunan dan PeternakaJ1 Provinsi Lam pu ng
 

Paragrafl
 

Tug Pokok dan nj~s i
 

Pasal 5
 

(1)	 UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebu n an mempunyai tugas 
melaksanakan pemantapan dan penerapan tekn ologi pe rl in d u nga n tanaman 
perkebunan spesifik lokal, pengamatan dan perama lan Organisme 
Penganggu Tumbuhan (OfYf) , pengendalian dan penanggulanga n eksplosi 
OPT, analisis ambang toleransi pengendalian akiba t Organisme Penganggu 
Tumbuhan (OPT)/fenomena iklim, pengembangan dan pelestarian Musuh 
Alami (MA), penanganan gangguan usaha pekebu n an, pembinaan terhadap 
penggunaan pestisida na bati . 
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(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaks u d pada ayat (1), UPTD 
Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan, mempu nyai fungsi : 

a.	 pelaksanaan kebijakan teknis perl indun gan tanaman perkebu nan 
berdasarkan ketentuan yang berlaku; 

b.	 pelaksanaan pengamatan, peramalan, pengenda lian , dan penanggulangan 
Organisme Pen ganggu Tum bu h a n (OPT)jfenomena iklim dan gangguan 
usaha perkebu nan; 

c.	 pelaksanaan uji laboratorium, uji la pangan dan kegiatan pelindungan 
tanaman perkebunan; 

d.	 pelaksanaan uji ambang toleransi pen gendalia n dan analisis 
kerusakanj kerugian akibat serangan Organism e Pen ganggu Tum buhan 
(OPT)/fenomena ik lm ; 

e.	 pelaksanaan bimbingan teknis perlindun gan tanaman perkebunan 
kepada satuan briga de proteksi, petugas pengama t Organisme Penganggu 
Tumbuhan (OPT)/Unit Pem bin aan Perlindu n gan Tan a man (UPPT) dan 
petani; 

f.	 pembinaan terhadap pengguna pestisida naba ti; 

g.	 pelestarian dan pengem ban ga n Musu h Alam i (MA) dan pestisida nabati; 
dan 

h.	 pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan. 

Paragraf2 

Susunan Organisasll 

Pasal 6 

(1)	 Susunan Organisasi UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan, terdiri 
dari: 

a.	 Kepala; 
b.	 Sub Bagian Tata Usaha; 

c.	 Seksi Data dan Kelembagaan Pengendalia n Organisme Pengganggu 
Tumbuhan; 

d.	 Seksi Pengendalian Hama Terpadu Organis me Pen gganggu Tum buhan 
Tanaman Perkebu nan; dan 

e.	 Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dim a ksud pada ayat (I) h u ruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(3)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u ruf c dan huruf d, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD . 

(4)	 Ke.lom pok Jabatan Fungsional sebagaixnana d im.aks u d p a d a ayat (1) 
huruf e , dipimpin oleh seorang pejabat fungs ion al senior yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kep ala UPTD . 

(5)	 Bagan Organisasi UPTD Balai Pe rlindungan Tanaman Perkebunan 
sebagaimana tercanturn dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubemur ini. 
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Paragraf3 

Uraian Tugas 

.-w ...,.. , 7 

(1)	 Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas 
memimpin, mengendalikan dan mengkoordin a sika n pelak sanaan tugas 
sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dina s Perkebunan dan 
Peternakan Provinsi Lampung serta ketentu an pera tu ra n perundang­
undangan yang berlaku. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tuga s melaksanakan urusan 
ketatausahaan, keu angan, kepegawaian, perenca naan dan rumah tangga 
UPTD. 

(3)	 Seksi Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu 
Tumbuhan mempunyai tugas: 

a .	 melaksanakan identifika si, pengamatan, peramalan, rekomendasi teknik 
pengendalian dan penanggulangan akiba t Organisme Pengganggu 
Tumbuhan (OPT)j fenomena iklim; 

b.	 melaksanakan uji ambang pengendal ian dan anal is is kerusakan atau 
kerugian akibat Organisme Penganggu Tumbu h a n (OPT)jfenomena iklim; 

c.	 melaksanakan monitoring, evaluasi dan inventarisa s i laporan hasil 
pengamatan dan Organisme Penganggu Tumbu han (OPT)jUnit Pembinaan 
Perlindungan Tanaman (UPPT); 

d.	 menyelenggarakan pembinaan dan bimbin gan teknis perlindungan 
tan am an kepada peta ni, pekebun, regu protek i, dan para petu ga s 
Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT)jUnit Pembinaan Perlin dungan 
Tanaman (UPPT); 

e.	 melaksanakan pengendalian OPT di wilayah bin aan Unit Pembinaan 
Perlindungan Tanarnan (UPPT) me1a1ui Bimbin gan Teknis dan Penerapan 
Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT); dan 

f.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ata san. 

(4)	 Seksi Pengendalian Hama Terpadu Organisme Pengganggu Tum bu h a n 
Tanaman Perkebunan mem pu nyai tugas: 

a.	 menyelenggarakan pen gelolaa n Laboratorium Lapa ngan (LL); 

b.	 melaksanakan uji laboratorium dan uji lapangan terhadap kegia tan 
tanaman perkebunan; 

c.	 menyelenggarakan identifikasi, uji laboratoriu m, dan uji lapang terhadap 
musuh alami (MA) Organisme Penganggu Tu m bu h an (OPT) dan pestisida 
nabati; 

d.	 melaksanakan pengembangan agensia hayati dan pestisida nabati; 

e.	 melaksanakan eksploras i, perbanyakan dan peles tarian musuh alami 
(MA); 

f.	 melaksanakan koleksi tanaman pestisida nabati da n m u suh alami (MA); 

g.	 melaksanakan pen gelolaan Labora torium Utarna Pengendalian Hayati 
(LUPH); dan 

h.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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Bagian Ke dua 

UPTn Balai Pe ngawasan dan Pe ngujian Mutu Benih
 
Pada Dinas Pe rk.ebunan dan Peterna kan Provins i Lampung
 

Paragraf 1 

Tugas Pokok dan Fung i 

PasalS 

(1) UPTD	 Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Ben ih mempu nyai tugas 
melaksanakan sebagian tu gas Dinas Perkebunan da n Peternakan Provinsi 
Lampung di bidang teknis operasional pengawa san dan pengujian mutu 
benih. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana d ima ksu d pada ayat (1), UPTD 
Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih, mempu nyai fungsi: 
a.	 pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengawa sa n benih tanaman 

perkebunan; 
b.	 pelaksanaan kebijakan teknis operasional sertifika si mutu benih tanaman 

perkebunan; 
c .	 pelaksanaan sertifikasi kebun sumber bcn ih tanaman perkebu nan; 
d.	 pelaksanaan sertifikasi benihjbibit tanaman perkebunan; 
e.	 pelaksanaan pengawasan penangkaran surnber benih dan pembibitan 

tanaman; 
f.	 pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan ; dan 
g.	 pemberian bantuan pelaksanaan penegakan hukum di bidang perbenihan 

perkebunan. 

Paragraf2 

Susunan Organ isasf. 

Pasa19 

(1)	 Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih, 
terdiri dari: 

a.	 Kepala; 
b.	 Sub Bagian Tata Usaha; 
c.	 Seksi Pengawasan; 
d.	 Seksi Pengujian; dan 
e.	 Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(3)	 Seksi-Seksi seba gaiman a dimaksud pada ayat (1) hu ruf c dan huruf d, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(4)	 Kelompok Jabatan Fun gs ion al sebagaimana dim aks u d pada ayat (1) 
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsiorial senior yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD . 
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(5)	 Bagan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Pen guj ia n u tu Benih 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak te rpisahkan dan 
Peraturan Gubernur in i. 

Paragraf 3 

U ian Tuga 

PasallO 

(1)	 Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Penguj ian Mutu Benih mempunyai 
tugas memimpin, men gendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas 
sesuai kebijakan yang ditetapkan Oleh Kepa la Dinas Perkebunan dan 
Peternakan Provinsi Lampung serta keten tu a n peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tuga s melaksanakan urusan 
ketatausahaan, keuangan, kepcgawaian, percn ca naan dan rumah tangga 
UPTD. 

(3)	 Seksi Pengawasan mempunyai tugas: 

a.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pengawa san dan penelitian 
terhadap izin usaha produksi benih tanaman perkebu n an; 

b.	 melaksanakan da n menyiapkan baha n pen gawasan dan pemeriksaan 
terhadap peredaran benihjbibit tanaman perkebu nan; 

c.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan penga wasan dan pemeriksaan 
terhadap kebun sumber ben ih tanaman perkebu nan; 

d.	 melaksanakan monitoring dan evaluasi su m ber benih tanaman 
perkebunan; 

e.	 membantu melaksanakan psnegakan hukum di bidang pembenihan 
perkebunan; 

f.	 menyiapkan bahan pemantauan dan evalu asi penerapan pedoman 
perbenihan serta pemantauan benih im por d i wilayah provinsi; 

g.	 menyiapkan bahan penyusunan kebija kan peredaran benih perkebunan 
antar kabupatenjkota; 

h.	 melaksanakan dan menyiapkan baha n la poran kegiatan Seksi 
Pengawasan; dan 

1.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh a tasan . 

(4)	 Seksi Pengujian mempunyai tugas: 

a.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pedoman terhadap pennohonan 
izin usaha produ ksi benih tanaman perkeb nan; 

b.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan peneli ti an dan pemeriksaan 
terhadap permohonan izin usaha produ ksi benih ta nama n perkebunan; 

c.	 melaksanakan da n menyiapkan bahan penguj ian laboratorium dan atau 
pengujian lapangan terhadap pennohonan sertifikasi benihjbibit 
perkebunan; 

d.	 melaksanakan dan menyiapkan pen ilaian dan pemeriksaan terhadap 
pennohonan ser tifikasi benihjbibit tanaman perkebu nan; 

e.	 melaksanakan dan m enyia pkan bahan pennaian dan pengujian lapangan 
da lam rangka mengh a s ilka n varietas u nggu l; 

f.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan ke gia tan Seksi Pengujian; 
dan 

g.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan . 
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Bagian Ketiga 

UPTn Balai Benih dan Keb In Induk
 
Pada Dinas Perkebunan dan Peternaka.n Provinsi Lampung
 

Paragraf 1 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal 11 

(1)	 UPTD Balai Benih dan Kebu n Induk memp u nyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Dinas Perkebunan dan Petem akan Provinsi Lampung di 
bidang penyiapan dan pelayanan penyaluran benih/ bibit unggul bermutu 
dan bersertifikat, penerapan teknologi anjuran, pengelola a n sumber benih 
(kebun induk, kebun en tres dan kebun perba nyakan) pengembangan 
infonnasi teknologi, pen ge lo la a n kebun p erc ontohan, serta kerjasama 
pengelolaan laban dan kebun dengan peta ni atau pihak lain. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tu gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UfYfD 
Balai Benih dan Keb u n Induk, mempunyai fungsi : 

a.	 pelaksanaan kebijakan teknis perkebunan d i bidang penyiapan benih 
bibit unggul, penerapan teknologi anjuran, pen gelola sumber benih kebun 
induk, kebun en tres dan kebun perbanyakan serta pengelolaan kebun 
dan percontohan; 

b.	 perencanaan dan pengelolaan (pembangun an, pemeliharaan dan 
pengembangan) kebu n dan lahan ya g merupakan aset Dinas 
Perkebunan dan Peterna kan Provinsi Lampu n g; 

c.	 pelaksanaan pengelolaan lahan kebun dan pengem ba ngan tanaman 
perkebunan bagi ma syaraka t pekebun; 

d.	 pelaksanaan dalam penyediaan dan penyalu ra n benih Zbibit perkebunan; 
da n 

e.	 pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan. 

Paragraf 2 

Susunan Organisas i 

Pasa1 12 

(1)	 Susunan Organisasi UPTD Balai Benih dan Kebu n In du k , terdiri dari: 

a.	 Kepala; 
b.	 Sub Bagian Tata Usaha; 

c.	 Seksi Pengelolaan Keb u n da n Labora toriu m Ku ltu r J aringa n ; dan 

d.	 Seksi Pengembangan dan Kerjasama; dan 

e .	 Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana d im a ksu d pa d a ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(3)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, 
masing-masing dipim pin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepad a Kepala UPTD. 

(4)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fu n gs ion al senior yang berada di 
bawah dan bertanggun gjawab kepada Kepala UPTD. 
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(5)	 Bagan Organisasi UPTD Balai Benih dan Kebu n Induk sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran III yang tida k terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini . 

Paragraf a 

Uraian Tugas 

Pasal13 

(1)	 Kepala UPTD Balai Benih dan Kebun Induk m empunya i tugas memimpin, 
mengendalikan dan m engkoordinasikan pelaksan aan tugas sesuai kebijaka n 
yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan da n Peternakan Provin s i 
Lampung serta ketentuan peraturan perundang-u ndangan yang berlaku. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas m elaksana kan urusan 
ketatausahaan, keuangan, kepegawaian , perencanaan, pelaporan dan rumah 
tangga UPTD Balai Benih dan Kebun Induk. 

(3)	 Seksi Pengelolaan Kebun dan Laboratorium Kultur Jaringan mempunyai 
tugas: 

a .	 melaksanakan dan menyiapkan baha n perencanaan pen gelolaan , kebun 
yang akan dibangun dan sudah dibangun (kebu n induk, kebun entres, 
dan kebun produksi) dan La bora toriu m Ku ltu r J arin gan; 

b.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan penerapan teknis anjuran pada 
pengelolaan laban dan kebun; 

c.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan penyalu ran benih 
(biji/ entres./ stek/ sulu r dan produksi keb n lainnya ) pada lahan dan 
kebun UPTD Balai Benih dan Kebun Induk dan pem en u han kebutuhan 
konsumen / pekebun; 

d .	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantau an , evaluasi dan 
pelaporan kegiatan pada pengelolaan lahan dan kebun yang sudah 
dibangun; 

e.	 menyelenggarakan pen gelolaan Laboratorium Kultur Jaringan; dan 

f.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(4 )	 Seksi Pengembangan dan Kerjasama mempunyai tuga s : 

a .	 melaksanakan dan m enyia pkan bahan perencanaan pembangunan lahan 
dan pengembangan kebu n (kebun induk , kebu n entres, kebun perbanyak, 
pembibitan dan kebu n produksi) serta m en gadakan perencanaan 
kerjasama kem itraan dengan petani atau pihak lain yang saling 
menguntungkan; 

b.	 melaksanakan dan menyia pka n bahan penera pan dan pcngujian teknis 
pada pembangunan laban, pengem bangan kebu n dan pembibitan 
tanaman perkebunan; 

c .	 melaksanakan dan menyiapkan bahan penyalu ra n bibit tanaman 
perkebunan, pelayanan pengujian, kerjaaarna kcm itraa n , pembe1ajaran 
dan penyuluhan pada masyarakat; 

d. melaksanakan pengembangan informasi teknologi ben ih dari bibit 
tanaman perkebunan; 

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemanta u a n , evaluasi dan 
pelaporan pada pembangunan lahan, pen gem bangan kebun dan 
pembibitan tanaman perkebunan; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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Bagian Keempat 

UPTD Balai Inseminasi Ruatan
 
Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
 

Paragraf 1 

Tugas Pokok dan Fun 5i 

Pasal14 

(1)	 UPTD Balai Inseminasi Buatan mempunyai tugas pokok melaksanakan 
kegiatan teknis produksi, distribusi, pemasaran man i beku dan penyediaaan 
sarana prasarana Balai Inseminasi Buatan. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tuga s sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LlP'I'D 
Balai Inseminasi Buatan, mempunyai fungsi : 

a.	 pelaksanaan teknis pengelolaan temak sapi pejanta n unggul (bull) dan 
temak kambing pejantan unggul (buck); 

b.	 pelaksanaan teknis pengelolaan hijauan pakan tem a k; 

c.	 pelaksaanan tenis pengelolaan produksi mani beku; 

d.	 pelaksanaan tekn is pengelolaan distribu si dan pem a saran mani beku; 

e.	 pelaksanaan teknis pengelola sarana dan pra sarana Balai Irisemirrasi 
Buatan; 

f.	 pelaksanaan teknis a p likasi transfer em brio pada terna k ; 

g.	 pelaksanaan teknis pengelolaan pelatihan insemin a tor , pemeriksanaan 
kebuntingan (PKB) dan Asisten Teknis Reprodu ksi (ATR); dan 

h.	 pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan. 

Paragraf2 

SU5unan Organisasi 

Pasa115 

(1)	 Susunan Organisasi UPfD Balai Insemina si Bua ta n, terd ir i dari: 
a.	 Kepala; 
b.	 Sub bagian Tata Usaha; 
c.	 Seksi Sarana dan Prasarana; 

d.	 Seksi Produksi dan Distribu si; dan 
e.	 Kelompok Jabatan Fun gsion al. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksu d pacta ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Ta ta Usa ha yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(3)	 Seksi-Seksi sebagaimana dim a ksu d pada ayat (1) h u ruf c dan huruf d, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seks i yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPfD. 

(4)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaks u d pada ayat (1) 
huruf e , dipimpin oleh seorang pejabat fungsion al senior yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UfYI'D. 

(5)	 Bagan Organisasi UPTD Balai Inseminasi Buatan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Pera tu ran Gubernur ini. 
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Paragraf3 

Uraian Tugas 

Pasal16 

(1)	 Kepala UPTD Bala i Inseminasi Buatan mem punyai tugas memimpin, 
mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan 
yang ditetapkan Oleh Kepala Dinas Perkebunan da n Peternakan Provinsi 
Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
meliputi: 

a.	 merumuskan rencana strategis UPTD; 

b.	 merumuskan program dan kegiatan UfYI'D ; 

c.	 merumuskan Rencana Kinerja Tahunan UIYI'D; 
d.	 merumuskan Rencana Operasional Kegiatan UPTD; 

e.	 merurnuskan kebijakan penyelenggaraan UPTD; 

f.	 menyusun kebijakan ketatausahaan, prod ks i dan distribusi mani beku, 
sarana dan prasarana Inseminasi Buatan gu n a pen in gka tan produktifitas 
dan pengembangan peternakan di Provinsi Lampung; 

g.	 memfasilitasi Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam hal distribusi mani 
beku, sarana dan prasarana Inseminasi Buatan; 

h.	 merumuskan rekomendasi Gubernur tentang distribusi mani beku, sarana 
dan prasarana Inseminasi Buatan berda sarkan hasil kajian usulan 
kabupaten dan kota se Provinsi Lampung; 

i. melaksanakan pem bina penyelen ggaraan pena taa n distribusi mani beku, 
sarana dan prasarana Inseminasi Buatan; 

J. merumuskan penetapan ki n erja tahunan UPTD; 

k.	 merumuskan bahan penetapan kebijakan pim pinan u n tu k distribusi mani 
beku, sarana dan pra sarana Inseminasi Bu atan berdasarkan kriteria dan 
ketentuan yang berlaku; 

1.	 mengkoordinasikan pen eta pan kinerja UPTD ; 
m.	 melaporkan akuntabilitas kinerja UPTD; dan 

n.	 melaksanakan tuga s lain yang diberikan oleh a tasan. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan u rusan 
ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencan a an, penatausahaan aset 
dan rumah tangga UPTD, meliputi: 

a.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan keperlu an kegiatan ketatausahaan 
dan administrasi umu m UPTD; 

b.	 menyusun rencana tahunan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Provinsi Lampung dari hasil kegiatan pembibitan temak; 

c.	 menyiapkan laporan bulanan, target dan realisasi penerimaan PAD 
Provinsi Lampung dari UPTD; 

d .	 menyiapkan datal inforrna s i harga satuan barang / peralatan yang 
diperlukan bagi penyusun rencana anggaran pembiayaan kegiatan 
pembibitan ternak; 

e.	 membantu memveri fikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan 
(verifikasi diinternal UPTD); 

f.	 menyiapkan laporan realisasi fisik keuangan kegiatan UPTD; 

g.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan kepega wai an; 

h.	 mengumpulkan, mengolah , mentabulasikan dan membukukan data dan 
infonnasi yang berkaitan dengan tugas pokok d an fu ngsi UPTD (dalam 
bentuk UPTD dalam angka); 
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1.	 menyiapkan doku men Rencana Strategis (Renstra ) UPTD; 

j.	 menyiapkan dokumentasi Rencana Kerja (Renj a ) tahunan UPTD; 

k.	 melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelapora n kegiatan fungsional 
proyek secara berk a la , bulananj triwulanj sem es ter j tahunan; 

1.	 menyiapkan laporan semester/ tahunan deskrip s i hasil evaluasi 
pelaksanaan tugas dan fu n gs i UPTD; 

m.	 melaksanakan pen a tau sahaan aset UPTD; dan 

n.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh a tasan . 

(3)	 Sek si Sara na dan Prasarana mempunyai tuga s m enyiapkan bahan dan 
pembinaan Sarana da n Prasarana Insemina s i Buatan, merencanakan 
program dan kegia tan, menata, mem bina, mengkoordinasikan, 
mengevaluasi, serta m em fa silitas i pemerintah Ka bupa ten dan Kota dalam 
rangka pembinaan Seksi Sarana dan Prasaran a berdasarakan Peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku, melip u ti: 

a .	 menyiapkan bahan pembinaan sapras insemin a s i Buatan; 

b.	 menyiapkan bahan p em b in a a n uji la pa n gan, penerapan dan 
pengembangan teknologi anjuran di bidang petemakan yang berkaitan 
Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan; 

c.	 menyiapkan bah an penerbitan sura t kewen angan sebagai petugas 
Inseminasi Buatan, pemeriksa kebuntin gan, em brio transfer, selector, dan 
pengawas mutu bibit ternak; 

d.	 menyiapkan bahan penyusunan pedornan s tand arisa si Sarana dan 
Prasarana Inseminasi Buatan; 

e.	 menyiapkan bahan pelaksanaan m onitorin g dan evalu asi pengem ba n ga n 
Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan; 

f.	 menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sek s i Sara n a dan Prasarana 
Inseminasi Buatan; dan 

g.	 melaksanakan tugas lain yang diberika n oleh a tasan . 

(4)	 Seksi Produksi dan Distribusi mernpu nyai tugas menyiapkan bahan 
pembinaan produksi dan distribusi, merencanakan program dan kegiatan, 
menata, membina, mengkoordinasikan, m en gevaluas i, serta memfasilitasi 
pemerintah Kabupaten dan Kota dalam rangka produ k s i dan distribusi ani 
beku berdasarakan Praturan Perundang-Undangan yang berlaku, meliputi: 

a.	 menyiapkan bahan pembinaan pengawasan dan pemerik sa a n produksi 
dan distribusi mani beku; 

b.	 menyiapkan bahan pemeliharaan bull dan buck pen gh a s il mani beku; 

c .	 menyiapkan bahan pem b in aan uj i la pangan, pen era pan dan 
pengembangan teknologi produksi dan distribu s i m a n i beku; 

d.	 menyiapkan bahan pembinaan penetapan penyusunan standar mutu 
produksi dan d istribu s i mani beku; 

e.	 menginventarisa si bahan produksi dan distribu s i mani beku serta 
mendistribusikan dan memasarkan m ani belcu; 

f.	 menyiapkan bahan m on itorin g dan evaluasi pen gembangan produksi dan 
distribusi mani beku; 

g.	 menyiapkan, merencanakan produksi dan di s tribu s i mani beku; 

h.	 menyiapkan la poran pelaksanaan kegiatan produks i dan di s tribusi man i 
beku;dan 

1.	 melaksanakan tuga s lain yang diberikan oleh atasan. 
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Bagian Kelima 

UPTD Pembibitan Tem ak Kambing Saburai
 
Pada Dinas Perkebunan dan Pe te rnakan Provinsi Lampung
 

Paragraf 1 

Tugaa Pokok dan Fungal 

Pasal l7 

(1)	 UfYI'D Pembibitan Ternak Kambing Saburai mempu nyai tugas perbanyakan, 
penyebaran, penguj ian ternak kambing. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), UfYI'D 
Pembibitan Ternak Karnbin g Saburai, mempunyai fu ngs i: 
a. penyusunan progra m dan kegiatan pembibitan tern a k kambing; 
b. pelaksanaan perbanyakan dan penyebaran bibit u n ggul temak kambing; 
c . pelaksanaan pengujian mutu bibit te m ak ka m bin g; 
d. pemantauan dan evaluasi hasil pembibitan ternak kambing; dan 
e. pelaksanaan pengelolaan u rusa n ketatausahaan. 

Paragraf2 

Susunan Organisas i. 

Pasal18 

(1)	 Susunan Organisasi UPTD Pembibitan Ternak Kambin g Saburai, terdiri dari: 
a . Kepala; 

b . Sub Ba gia Ta ta Usaha: 
c . Seksi Pelayanan Teknis; 
d. Seksi Distribusi dan Pemasaran; dan 
e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana d im a ksud pa da ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Ta ta Usaha yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(3)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, 
masing-masing dipirnpin oleh seorang Kepala Seks i yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(4)	 Ke1ompok Jabatan Fun gs ion al sebagaimana d im aks u d pada ayat (1) 
huruf e, dipirnpiri oleh seorang pejabat fun gs ion al senior yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Ke pala UPTD. 

(5)	 Bagan Organisasi UPTD Pembibitan Ternak Kam bin g Saburai sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisah kan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

Paragraf 3 

Uraian Tugas 

Pasal19 

(1)	 Kepala UPTD Pembibitan Temak Kambing Sa bu rai mempunyai tugas 
memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas 
sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Din a s Perkebunan dan 
Peternakan Provinsi Lampung, serta k eten tu an pera tura n perundang­
undangan yang berlaku, meliputi: 
a . merumuskan rencana strategis UPTD; 
b . merumuskan program dan kegiatan UPTD; 
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c.	 menetapkan Rencana Kinerja Tahunan UPTD; 
d.	 menetapkan Rencana Operasional Kegiatan UPTD; 
e.	 merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegia tan UPTD; 

f.	 menyusun kebijakan UPTD guna penin gka tan produ ktifitas dan 
pengembangan petemakan di wilayah Provins i Lampu ng; 

g.	 mengkoordinasikan penyusunan program dan kegia tan pembibitan ternak 
Kambing; 

h.	 mengkoordinasi pelaksanaan pemuliaan ternak Kambin g 
1.	 mengkoordinasi pelaksanaan perbanyakan bibit tem ak; 
J.	 mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian mutu bibit temak; 
k.	 mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi b ib it ternak; 
1.	 mengkoordinasikan pelaksanaan penyebaran dan pernasaran bibit ternak 

Kambing; 

m.	 mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan te kn is pembibitanj pemuliaan 
temak; 

n.	 mengkoordinasikan pe laksana a n urusan keta ta u sahaan; 
o.	 mengkoordinasikan Penetapan Kinerja UPTD; dan 
p.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas m elaksan a kan urusan 
ketatausahaan, keuangan, kepegawaian. perencanaan , penatausahaan aset 
dan rumah tangga UPTD, meliputi: 

a.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan keperluan kegia tan ketatausahaan 
dan administrasi umum UPTD; 

b.	 menyusun rencana tahunan penerimaan Pen da patan Asli Daerah (PAD) 
Provinsi Lampung dari hasil kegiatan pembibita n ternak; 

c.	 menyiapkan laporan bu lanan, target dan realisa s i penerimaan PAD 
Provinsi Lampung d ari UPTD; 

d.	 menyiapkan datal informasi harga satuan ba ra n g / peralatan yang 
diperlukan bagi penyusun rencana angga ra n pembiayaan kegiatan 
pembibitan ternak; 

e.	 membantu m emverifikasi dokumen pertanggungjawaban keu angan 
(verifikasi diinternal UfYfD); 

f.	 menyiapkan laporan realisasi fisik keuangan kegia tan UPTD; 
g.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan u r u sa n kepegawaian; 
h.	 mengumpulkan, mengolah, mentabulasikan dan m em bu kukan data dan 

informasi yang berk a itan dengan tugas dan fun gs i UPTD; 

1.	 menyiapkan d okum en Rencana Stra tegis UPTD; 
J.	 menyiapkan dokumentasi Rencana Kerja Tahu nan UPTD; 
k.	 melak.sanakan pemantauan, evaluasi dan pela poran kegiatan fungsional 

proyek secara berkala, bulananj triwulanj semester / tahu nan; 
1.	 menyiapkan la poran semesterI tahu nan deskrip si hasil evaluasi 

pelaksanaan tugas dan fu ngsi UPTD; 
m.	 Penatausahaan aset UPTD; dan 
n.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(3)	 Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas menyia pkan bahan pengujian 
mutu bibit temak dan bahan baku temak, pem binaan produksi berbasis 
sumberdaya lokal, perbanyakan dan distribusi bibit unggul ternak kambing 
dan bibit hijauan, mem fasilitasi pengembangan k a w a s an perbibitan ternak 

kambing, meliputi: 

a.	 menyiapkan bahanj perlengkapan dan pem berian tanda identitas individu 
ternak; 
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b. melaksanakan pengukuran dan pencatatan (recording) kegiatan pemuliaan 
ternak, silsilah (pedigree) dan statu s kesehatan individu ternak; 

c. melaksanakan penilaian, standarisasi d a n 
Surat Keterangan Ternak Bibit; 

menyiapka n bahan Sertifikasij 

d. melakukan pengelolaan pakan ternak dan hij au a n pakan ternak; 

e. menyiapkanj menyusun petunjuk 
produksi hijauan makanan ternak; 

te knis operasional pernbibitan dan 

f. melaksanakan pembinaan teknis operasion al pem u lia a n ternak (seleksi 
bibit, sistem perkawinan, metode pemuliaan, uj i performance, uji zuriat, 
recording, dll) kepada kelompok masyarakat pen a ngka r bibit ternak; 

g. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seks i Pelayanan Teknis; 

h .	 melaksanakan b imbin gan teknis perneliharaan, produksi dan pemuliaan 
bibit ternak unggul; 

1.	 melaksanakan pemeliharaan dan pemeriksaan kes eh a tan hewan, dan 
pelaksanaan diagnosa penyakit ternak; dan 

J.	 melaksanakan tuga s lain yang diberikan oleh a ta san . 

(4)	 Seksi Distribusi dan Pemasaran mempunyai tugas m elaku kan penyebaran 
dan distribusi hasil produksi bibit terna k unggul, merencanakan program 
dan kegiatan distribusi dan pernasaran, menata, membina, 
mengkoordinasikan, mcngevaluasi, serta memfasilitasi pemerintah 
kabupaten dan kota dalam rangka distribusi dan pema sa ran ternak unggul, 
meliputi: 

a.	 rnemberikan inforrnasi, dokurnentas i, penyebaran, distribusi dan 
pemasaran hasil produksi bibit temak unggul; 

b.	 menyiapkan bahan untuk penyusunan sertifika t ternak layak bibit; 

c.	 merekornendasikan penjualan ternak bibit / tidak layak bibit yang 
diproduksi UPTD; 

d.	 rnelaksanakan penjaringan ternak unggul yang ada d i peternak; 

e .	 menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pen gernbangan distribusi dan 
pemasaran; 

f.	 menyiapkan, meren canakan distribusi dan pem a saran; 

g.	 menyiapkan laporan pelaksan a an kegiatan d is tribu s i dan pemasaran; 

h.	 melaksanakan distribusi/ redistribusi / pernasaran bib it induk/bibit sebar 
ternak kepada kelompok masyarakatjkonsum en ; 

1.	 menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama teknis operasional 
antara UPTD dengan kelompok masyarakat penan gkar bibit ternak melalui 
penyebaran dan pengembangan ternak pola gaduhan dikawasan 
pernbibitan ternak yang telah ditetapkan oleh pej abat berwenang; dan 

J.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ata san. 

Bagian Keenam 

UPTn Pembibitan Temak sapi 
Pada Dinas Per ebu nan dan Peternakalll Pro insi Lampung 

Paragraf 1 

Tugas Pokok dan Fung:si 

Pasal 20 

(1) UPTD Pembibitan Ternak Sapi mempunyai tugas perbanya kan, penyebaran, 
pengujian ternak sapi. 
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(2)	 Untu~ ~enyelenggarakan tugas sebagaim ana d ima ksu d pada ayat (1), UPTD 
Pembibitan Ternak Sa pi, mempunyai fu n gsi: 

a.	 penyusunan program dan kegiatan pem bibitan tern ak sapi; 

b.	 pelaksanaan perbanyakan dan penyebaran bibit u n ggul temak sapi; 
c.	 pelaksanaan pengujian mutu bibit temak sa pi; 

d.	 pemantauan dan evalu a s i hasil pembibitan tem ak sa pi; dan 

e.	 pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan . 

Paragraf2 

Susunan Organisas ii

Pasal 21 

(1)	 Susunan Organisasi UPTD Pembibitan Temak Sapi, terdiri dari: 
a.	 Kepala; 

b.	 Sub Bagian Tata Usa h a ; 

c.	 Seksi Pelayanan Teknis; 

d.	 Seksi Distribusi dan Pemasaran; dan 
e.	 Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana d imaksud pa da ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(3)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u ruf c dan huruf d, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sek si yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepa da Kepala UPTD. 

(4)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana d im aks u d pada ayat (1) 
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungs ional senior yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(5)	 Bagan Organisasi UPTD Pembibitan Temak Sa pi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran VI yan g tidak terpisahkan dari Peratura n Gubernur ini. 

Paragraf3 

Uraian Tugas 

Pasal22 

(1)	 Kepala UPTD Pembibitan Temak Sapi mem pu nyai tugas memimpin, 
mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksa n a an tugas sesuai kebijakan 
yang ditetapkan oleh Kepa la Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi 
Lampung, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
meliputi: 
a.	 merumuskan rencana strategis UPTD; 
b.	 merumuskan program dan kegiatan UPTD; 

c.	 menetapkan Rencana Kinerja Tahunan UPTD; 

d.	 menetapkan Rencana Operasional Kegia tan UPTD; 

e.	 merumuskan kebijakan penyelen gga raan kegia tan UPTD; 

f.	 menyusun kebijakan UIYI'D guna pen in gka tan produktifitas dan 
pengembangan peternakan di Provinsi Lampung; 

g.	 mengkoordinasikan penyusunan program dan kegia tan pembibitan ternak 
sapi; 
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h.	 m en gk oord in a s i pelaksanaan pemuIiaan tern a k sapi; 

1.	 mengkoordinasi pe1aksanaan perbanyakan bibi t ternak; 

J.	 rnengkoordinasikan pelaksanaan pen guj ian m utu bibit ternak; 

k.	 mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi bibit temak; 

1.	 mengkoordinasikan pelaksanaan penyebaran dan pemasaran bibit terriak 
sapi ; 

m. mengkoordinasikan pelaksanaan p elatih a n teknis pembibitanjpemuliaan 
ternak; 

n.	 mengkoordinasikan pelaksanaan urusan ke tata usahaan; 

o .	 mengkoordinasikan penetapan kinerja UPTD; d an 

p.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh a tasan . 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tuga s melaksanakan urusan 
ketatausahaan, keuangan, kepega wa ian, perencana a n, penatausahaan aset 
dan rumah tangga UPfD, meliputi: 

a.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan keper lu an kegiatan ketatausahaan 
dan administrasi umum UPTD; 

b.	 menyusun rencana tahunan penerimaan Pen dapatan AsE Daerah (PAD) 
Provinsi Lampung dari hasil kegiatan pembibitan tem ak; 

c.	 menyiapkan laporan bulanan, target dan realisasi penerimaan PAD 
Provinsi Lampung dari UPfD; 

d.	 menyiapkan data j informasi harga satuan barangjperalatan yang 
diperlukan bagi penyusu n rencana angg aran pembiayaan kegia tan 
pembibitan temak; 

e.	 membantu memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan 
(verifikasi diinter nal UPTD); 

f.	 menyiapkan laporan realisasi fisik keuangan kegia ta n UPTD; 

g.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan kepegawaian; 

h.	 mengumpulkan, m en golah , mentabulasikan dan membukukan data dan 
infonnasi yang berka ita n dengan tugas dan fungsi UPfD; 

1.	 menyiapkan dokumen Rencana Strategis UPTD; 

J.	 menyia pkan dokumentasi Rencana Kerja Tahu nan UPTD; 

k.	 melaksanakan pemantauan, evaluasi d an pela poran kegiatan fungsional 
proyek secara ber kala , bulananj triwulanj semes ter j tahunan; 

1.	 menyiapkan laporan semester/tahu nan deskrip s i hasil evaluasi 
pelaksanaan tugas dan fungs i UPfD; 

m. Penatausahaan aset UPTD; dan 

n .	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(3)	 Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan pengujian 
mutu bibit temak dan bahan baku temak, pem bin a an produksi berbasis 
sumberdaya lokal, perbanyakan dan distribusi bibit u n ggul temak sapi dan 
bibit hijauan, memfasilitasi pengembangan kawasan perbibitan ternak sapi, 
meliputi: 

a.	 menyiapkan bahan j perlengkapan dan pem berian ta n d a identitas individu 
temak; 

b.	 melaksanakan pengukuran dan pencatatan (record ing) kegiatan pemuliaan 
ternak, silsilah (pedigree) dan status kesehatan ind ivid u ternak; 

c.	 melaksanakan penilaian, standa risasi dan rnenyia p ka n bahan Sertifikasij 
Surat Keterangan Tem ak Bibit; 

d.	 melakukan pengelolaanpakan ternak dan hijauan pakan ternak; 
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e. menyiapkan/menyusun petunjuk 
produksi hijauan makanan ternak; 

teknis ope ra s ion a l pembibitan dan 

f. melaksanakan pembinaan teknis operasional pemuliaan ternak (seleksi 
bibit, sistem perkawinan, rnetode pemuliaan, uji performance, uji zuriat, 
recording, dll) kepada kelompok masyarakat penangkar bibit ternak; 

g. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Teknis; 

h. melaksanakan bimbingan teknis pem elih ara an , prod u ks i dan pemuliaan 
bibit temak unggul; 

1.	 rnelaksanakan pemeliharaan dan perneriksaan kesehatan hewan, dan 
pelaksanaan diagnosa penyakit temak; dan 

J.	 rnelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(4)	 Seksi Distribusi dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyebaran 
dan distribusi hasil produksi bibit ternak unggul, merencanakan program 
dan kegiatan distribusi dan pemasaran, menata, membina, 
mengkoordinasikan, rnengevaluasi , serta memfasilitasi pemerintah 
kabupaten dan kota dalam rangka distribusi dan pemasaran ternak unggul, 
meliputi: 

a.	 memberikan informasi, dokumentasi, penyebaran, distribusi dan 
pernasaran hasil produksi bibit temak unggul; 

b.	 menyiapkan bahan untuk penyusunan sertifikat ternak layak bibit; 

c .	 merekomendasikan penjualan ternak bibit/ tidak layak bibit yang 
diproduksi UPTD; 

d.	 melaksanakan penjaringan ternak unggul yang ada di peternak; 

e.	 menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan distribusi dan 
pemasaran; 

f.	 menyiapkan, merencanakan distribusi dan pemasaran; 

g.	 menyiapkan laporan pelaksanaan kegia tan d is tribu si dan pernasaran ; 

h.	 melaksanakan distribusi/redistribusi/pemasaran bibit induk/bibit sebar 
ternak kepada kelompok masyarakat/ konsumen; 

1.	 menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama teknis operasional 
antara UPTD dengan kelompok masyarakat penangkar bibit ternak melalui 
penyebaran dan pengembangan ternak pola gaduhan dikawasan 
pembibitan ternak yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang; dan 

J.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Ketujuh 

UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan asyarakat Veteriner 
dan Pakan Pada Dinas Perkebunan dan Peternakan 

Provinsi Lampung 

Paragraf 1 

Tugas Pokok dan Fungs l 

Pasa123 

(1)	 UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan 
Pakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan 
dan Peternakan Provinsi Larnpung di bidang tek n is operasional pelayanan 
kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan klinik hewan serta 
laboratoriurn pakan. 
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(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksu d pada ayat (1), UPTD 
Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan 
Pakan, mernpunyai fungsi: 
a.	 penyusunan program, rencana kerja dan kegiata n pelayanan kesehatan 

hewan, kesehatan masyarakat veteriner, klinik hewan dan laboratorium 
pakan serta penyiapan evaluasi dan pelaporan; 

b.	 pengkoordinasian kegiatan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan 
masyarakat veteriner, klinik hewan dan laboratorium pakan; 

c.	 pengkoordinasian pelaksanaan pengujian mutu kesehatan hewan dan 
pakan; 

d.	 pengkoordinasian pelaksanaan sertifikasi kesehatan hewan dan pakan; 
e.	 pengkoordinasian pelaksanaan pelatihan teknis pelayanan kesehatan 

hewan, kesehatan masyarakat veteriner, klinik hewan dan laboratorium 
pakan;dan 

f.	 pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan. 

ParagraC2 

Susunan Organisasi 

Pasal24 

(1)	 Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan, Kssehatan 
Masyarakat Veteriner dan Pakan, terdiri dari: 
a,	 Kepala 
b.	 Sub Bagian Tata Usaha; 
c.	 Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Viteriner 

dan Klinik Hewa n ; 
d.	 Seksi Laboratorium Pakan; dan 
e .	 Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Ta ta Usaha ya ng berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(3)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(4)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat Iungsional senior yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(5)	 Bagan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan 
Masyarakat Veteriner dan Pakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
VlI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini . 

Paragraf 3 

Uraian Tugas 

Pasa125 

(1)	 Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat 
Veteriner dan Pakan mempunyai tugas mernirnpiri , merumuskan rencana 
strategis, program dan kegiatan UPTD, m en a ta , membina, rnengarahkan, 
mengkoordinasikan, mengevaluasi, mengendalikan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan terkait tugas teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan 
masyarakat veteriner, klinik hewan dan pakan., serta ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, meliputi: 
a.	 merumuskan rencana strategis UPTD; 
b.	 merumuskan program dan kegiatan UPTD; 
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c.	 menetapkan Rencana Kinerja Tahunan UPTD; 
d.	 menetapkan Rencana Operasional Kegiatan UPTD; 
e.	 merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan UPTD; 
f.	 menyusun kebijakan UPTD guna penin gka tan produktifitas dan 

pengembangan peternakan di Provinsi Larnpung; 
g.	 mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan pelayanan 

kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, klinik hewan dan 
laboratorium pakan; 

h.	 mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian mu tu kesehatan hewan, 
kesehatan masyarakat veteriner, klinik hewan dan pakan; 

1.	 mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi kesehatan hewan, kesehatan 
masyarakat veteriner, klinik hewan dan pakan; 

J.	 mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan teknis pelayanan kesehatan 
hewan, kesehatan masyarakat veteriner, klinik hewan dan pakan; 

k.	 mengkoordinasikan pe1aksanaan urusan ketatausahaan; 
1.	 mengkoordinasikan penetapan kinerja UPTD; dan 

m.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan 
ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, penatausahaan aset 
dan rumah tangga UPTD, meliputi: 
a .	 melaksanakan dan menyiapkan bahan keperluan kegiatan ketatausahaan 

dan administrasi umum UfYI'D; 
b .	 menyusun rencana tahunan penerimaan Pendapatan Ash Daerah (PAD) 

Provinsi Lampung dan hasil kegiatan UPTD; 
c.	 menyiapkan laporan bulanan, target dan realisasi penerimaan PAD 

Provinsi Lampung dan UPTD; 
d.	 menyiapkan datal informasi harga satuan barang( peralatan yang 

diperlukan bagi penyusun rencana anggaran pembiayaan kegiatan UPTD; 
e.	 membantu memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan 

(verifikasi diinternal UPTD); 
f.	 menyiapkan laporan realisasi fisik keuangan kegiatan UPTD; 
g.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan kepegawaian; 
h.	 mengumpulkan, mengolah, mentabulasikan dan membukukan data dan 

informasi yang berkaitan dengan tugas dan fu n gsi UPTD; 
1.	 menyiapkan dokumen Rencana Strategis UPTD; 
J.	 menyiapkan dokumentasi Rencana Kerja Tahunan UPTD; 
k.	 melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan fungsional 

proyek secara berkala, bulanan j triwulanj semester j tahunan; 
1.	 menyiapkan laporan semester j tahunan deskripsi hasil evaluasi 

pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; 
m.	 Penatausahaan aset UPTD; dan 

n.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(3)	 Seksi Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Viteriner dan 
Klinik Hewan mempunyai tugas melaksanakan operasional laboratorium 
kesehatan hewan serta melakukan pelayanan perneriksaan, pengujian dan 
proses sertifikasi keamanan dan mutu kesehatan hewan, meliputi; 
a.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan dan penyelenggaraan 

operasional Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 
Veteriner dan Klinik Hewan; 

b.	 melaksanakan pelayanan di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan 
Masyarakat Veteriner; 

c.	 melaksanakan pengambilan, pemeriksaan, iden tifika s i specimen dalam 
rangka peneguhan diagnosa penyakit hewan; 
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d.	 melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan laboratorium 
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ; 

e.	 melaksanakan pelayanan pengujian mutu produk pangan asal hewan dan 
mutu produk non pangan asal hewan; 

f.	 melaksanakan urusan ketatausahaan; da n 
g.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

(4)	 Seksi Laboratorium Pakan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 
pemeriksaan, pengujian dan proses sertifikasi mutu dan keamanan pakan 
ternak, meliputi: 
a.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan dan penyelenggaraan 

operasional Laboratorium Pakan; 
b.	 melaksanakan pengelolaan pengambilan, penerimaan, pendistribusian dan 

pengujian laboratorium terhadap sampel pakanjbahan baku pakan ternak 
yang akan diuji secara laboratorium: 

c.	 melayani teknis kegiatan pemeriksaan dan perigujian mutu dan keamanan 
pakan temak; 

d.	 melaksanakan penyusunan dan analisa hasil pengujian mutu 
pakan / bahan baku pakan ternak; 

e.	 melaksanakan dukungan pengawasan mutu dan keamanan pakan ternak; 
f.	 melaksanakan pemberian sertifikat mutu dan kea m a n a n pakan ternak; 
g.	 melaksanakan bimbingan teknis mutu dan keamarian pakan ternak; 
h .	 melaksanakan penyebaran informasi mutu dan keamanan pakan ternak; 
1.	 melaksanakan urusan ketatausahaan; dan 
1.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

BAD IV 

JABATAN PEGAWAI APARATVR S PIL NEGARA 

Pasa126 

(1)	 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A, merupakan jabatan eselon IIIb 
atau jabatan administrator. 

(2)	 Kepala sub bagian dan kepala scksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah 
kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. 

BABV 

KEPEGAWAlAN 

Pasal27 

(1)	 Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2)	 Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi standar kompetensi sesuai den ga n bidang Urusan 
Pemerintahan yang ditangani. 

BABVI 

TATAKERJA 

Pasa128 

(1)	 Kepala UPTD dalarn melaksanakan tugas menerapkan pnnsip koordinasi, 
integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya. 

(2)	 Kepala UPTD dalarn melaksanakan sistem pengendalian internal di 
lingkungan masing-masing. 
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(3)	 Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan m en gkoord in a s ika n bawahan 
dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahan. 

(4)	 Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas mela kukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya. 

BAB VII
 

KETENTUAN PERALIH.AN
 

Pasal29 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap 
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan 
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraruran Gubernur ini. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur mi, maka Peraturan Gubernur 
Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Provinsi Larnpung, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal31 

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini lebih lanjut 
diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi 
Lampung setelah mendapat persetujuan dan Gubemur. 

Pasa132 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Lampung. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 12 Juli 2018 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M.	 RIDH O FICARDO 

Diundangkan di Telukbetung 
pada tanggal 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPVNG, Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA B 0 HUKUM, 

ttd 

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si. 
ZULFIKAR, SH, MHPembina Utama Madya 

Pembina Utama MudaNIP.19640209 198903 1 008 
NI P. 19680428 199203 1 003 

SERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR . 
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UITD DlNAS PERKEDUNAN DAN LAMPlRAN I : PERATURAN GUB ERNUR LAMPUNG 
PETERNAKAN PROVlNSI LAMPUNG NOMOR 

TANGGAL : 
49 
] 2 

TAHUN 
JULI 

20 18 
20 ] 8 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEB NAN 

KEPALA ] 

Sub Bagian 
Tata Usaha 

II 
Seksi 

Data & Kelembagaan
 
OPT
 

Seksi
 
Pen gen dalian Hama
 

Terpadu OPT Tanaman
 
Perkebunan
 ~ 

Kelompok Jabatan
 
Fungsional
 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M. RIDHO FICARDO 

Salinan sesu . dengan a s linya 
KEPALA B RO HUKUM, 

tZULFI SH, MH
 
Pembina Utama Muda
 

NIP. 19680428 199203 1 003 
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UPTD DINAS PERKEBUNAN DAN LAMPIRAN I1 ; PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG NOMOR 49 TAHUN 2018 

TANGGAL 12 JULI 20 18 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 
UPTD SALAI PENGAWASAN DAN PENGUJ IAN MUTU BENIH
 

KEPALA ] 

Sub Bagian 
Tata Usaha 

I 
Seksi 

Pengawasan 

I

I Seksi 
L Pengujian 

Kelompok Jabatan 
Fungslonal 

I 
I 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M. RIDHO FICARDO 
Salinan sesua dengan aslinya 

KEPALA B RO HUKUM, 

J 

ZULFIKAR, SH, MH 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19680428 199203 1 003 
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UPTD DINAS PERKEBUNAN DAN LAMPlRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNC 
PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG NOM OR 49 TAHUN 20H 

TANGGAL 12 JULI 20 H 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTO BALAI BENIH DAN KEBUN INDUK 

KEPALA J 

I 
Seksi
 

Pengelolaan Kebun &
 
Lab. Kultur J aringan
 

Sub Bagian 
Tata Usaha 

IG Seksi 
Pen gembangan 
dan Kerj a s ama 

Kelompok Jabatan
 
Fungsional
 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M. RIDHO FICARDO 
Salinan sesu dengan aslinya 

KEPALAB o HUKUM, 

ZULFIKAR, SH, MH
 
Pembina Utama Muda
 

NIP. 19680428 199203 1 003 
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UPTD DINAS PERKEBUNAN DAN 
PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG 

LAMPIRAN IV: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR 49 TAHUN 2018 
TANGGAL 12 JULI 20 18 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 
UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN
 

KEPALA 

Sub Bagian 
Tata Usaha 

, 

Seksi 
Sarana dan 
Prasarana 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

I 
I 

GUBERNUR L PUNG, 

ttd 

M. RIDHO FICARDO 

Salinan sesua dengan aslinya 
KEPALA B RO HUKUM, 

J
 

ZULFIKAR, SH, MH 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19680428 199203 1 003 
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UPTD DINAS PERKEBUNAN DAN LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR LAMPIJNG 
PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG NOMOR 49 TAHUN 20 18 

TANGGAL 12 J ULI 20 18 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 
UPTD PEMBIBITAN TERNAK KAMBING SABURAI
 

KEPALA ] 

Sub Bagian 
Tara Usaha 

t I 
Seksi GsebDistribu si danPelayanan Teknis 

Pemasaran 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

I I I 
I I I 
T I I 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M. RIDHO FICARDO 

Salinan sesu~ dengan a slinya 
KEPALA B RO HUKUM, 

ZULFIKAR, SH, MH 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19680428 199203 1 003 
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UPT D DINAS PERKEBUNAN DAN LAMPlRAN VI : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG NOMOR 49 TAHUN 201 8 

TAN GGAL 12 J ULI 2018 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 
UPTD PEMBIBITAN TERNAK SAPI
 

KEPALA ] 
Sub Bagian I 
Tat 

I aus~ 

, I 
Seksi c:; Seksi 

Distribusi d anPelayanan Te knis 
Pernasaran 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

I 
1 

I 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M. RIDHO FICARDO 

Salinan ses u . dengan a s linya 
KEPALA IRO HUKUM, 

J 
ZULFIKAR, SH, MH 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19680428 199203 1 003 
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UPTD DINAS PERKEBUNAN DAN LAMPlRAN VII : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG NOMOR 49 TAHUN 201 8 

TANGGAL 12 JULI 20 18 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT
 

VETERlNER DAN PAKAN
 

KEPALA ] 

Sub Bagian 
Tata Usaha 

I 
seksi Laboratorium 

Kese hatan Hewan, Kesehatan 
Maasyarakat Ve teriner d an 

Klinik Hewan 

I 

~b O~:~~~u m 
Pakan 
-------' 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M. RIDHO FICARDO 
Salinan sesu . dengan a slinya 

KEPALA B RO HUKUM, 

J
 

ZULFlKAR, SH, MH
 
Pembina Utama Muda
 

NIP. 19680428 199203 1 003 


